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PUTUSAN

Nomor  1063/Pdt.G/2017/PA.Kis.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Kisaran  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus

rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta,

kewarganegaraan  Indonesia,  tempat  tinggal  di  Kabupaten

Asahan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah  mendengar  keterangan  pihak  Penggugat  dan  saksi-saksi  di

depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dalam surat  gugatannya tertanggal  14 Nopember

2017  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Kisaran,  dengan

Register  Nomor  1063/Pdt.G/2017/PA.Kis.  tanggal  14  Nopember  2017,  yang

isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan Surat

Keterangan Desa Sei Alim Ulu Nomor: 470/693 tanggal 23 Oktober 2017,

oleh  karena  itu  Penggugat  bermohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan

Agama Kisaran agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara

secara Cuma-Cuma (Prodeo);
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2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada

tanggal 23 Juli  1997 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

25/04/VIII/1997  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

3. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat   tinggal  di  rumah

orangtua  Tergugat  sebagaimana  pada  alamat  Tergguat  tersebut  di  atas

selama  sembilan  tahun  lamanya,  kemudian  Penggugat  dan  Tergugat

pindah  ke  rumah  kontrakan  di  daerah  Gunung  Tua  selama  dua  tahun,

selanjutnya  Penggugat  dan  Tergugat  pindah  ke  rumah  kontrakan

sebagaimana  pada  alamat  Penggugat  tersebut  di  atas,  dan  terakhir

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan  tersebut;

4. Bahwa selama menikah  Penggugat  dan  Tergugat  telah  bergaul  sebagai

suami  istri  (ba’da  dukhul),  dan sudah mempunyai  tiga  orang anak yang

bernama;

- Anak I  (pr), umur 20 tahun

- Anak II (lk), umur 15 tahun

- Anak III (pr), umur 9 tahun

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

damai, setelah itu mulai tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang

disebabkan:

a. Tergugat sering pergi merantau dengan alasan bekerja, namun Tergugat

tidak  pernah  mempedulikan  biaya  nafkah  kebutuhan  rumah  tangga,

bahkan Tergugat pulang merantau membawa perempuan lain;

6. Bahwa  sekitar  tahun  2002  Penggugat  dan  Tergugat  kembali  selalu

bertengkar disebabkan Tergugat gemar bermain judi, meminum-minuman

keras dan pulang hingga larut malam, sehingga Tergugat kurang memberi

biaya  nafkah  kebutuhan  rumah  tangga,  bahkan  dalam  pertengkaran

tersebut Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat;

7. Bahwa  sejak  bulan  Desember  tahun  2013  Tergugat  telah  pergi

meninggalkan  Penggugat,  dan  sejak  saat  itu  antara  Penggugat  dan

Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tidak pernah
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melakukan  hubungan  suami  istri  lagi  hingga  saat  gugatan  ini  diajukan

sudah lebih kurang tiga tahun sepuluh bulan lamanya;

8. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pernah  didamaikan  oleh

pihak keluarga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa  dikarenakan  hal-hal  yang  telah  Penggugat  uraikan  di  atas,

Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi

bersuamikan  Tergugat  dan  oleh  karenanya  Penggugat  ingin  bercerai

dengan Tergugat;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan  ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

 Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  in  person

datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil

atau  kuasanya  meskipun  telah  dipanggil  dengan  sepatutnya  sebagaimana

relaas Nomor 1063/Pdt.G/2017/PA.Kis tanggal 24 Nopember 2017 dan tanggal

24 Desember 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap

sabar  dan  kembali  rukun  dengan  Tergugat,  namun  tidak  berhasil  karena

Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya; 

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus

dilakukan  mediasi  yang  dihadiri  oleh  kedua  belah  pihak  berperkara

sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Pasal  7  ayat  (1),  namun  dalam  hal  ini  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa terkait dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara
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cuma-cuma (prodeo),  Ketua Pengadilan Agama Kisaran telah  mengeluarkan

Surat  Penetapan  Nomor  W2-A11/1160/HK.05/X/2017,  tanggal  25  Oktober

2017, yang isinya pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat a quo

dan biaya perkara a quo dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan

Agama Kisaran  Tahun  2017.  Maka  Majelis  Hakim  cukup  berpedoman pada

surat penetapan tersebut;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan

perkara  ini  dilanjutkan  dengan  membacakan  surat  gugatan  Penggugat

tertanggal 25 Oktober 2017 dalam sidang tertutup untuk umum dan ternyata

isinya  tetap  dipertahankan  oleh  Penggugat  tanpa  ada  perubahan  dan

tambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang

lain  sebagai  wakil/kuasanya  untuk  menghadap  di  persidangan,  maka  tidak

dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat; 

Bahwa oleh  karena perkara  ini  merupakan perkara  perceraian,  maka

Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tanpa hadirnya

Tergugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A.   BUKTI TERTULIS

- Fotokopi  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah,  Nomor:  25/04/VIII/1997

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan  Bagan  Sinembah,  Kabupaten  Rokan  Hilir,  Kabupaten

Asahan,  tanggal  23 Juli  1997  bermeterai  cukup dan sudah dicocokan

dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim

diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat

telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:
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B.   BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Saksi I, umur  52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP , pekerjaan ibu

rumah tangga,  tempat tinggal  di  Kabupaten Asahan,  dibawah sumpahnya

telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  adalah  tetangga  Penggugat  dengan  jarak  rumah

sekitar 100 M;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Muhammad

Aminullah sebagai suami Penggugat yang mneikah pada tahun 1997;

- Bahwa Pengguat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3

orang anak;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir

kali dengan cara mengontrak di Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;

- Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugta

rukun  damai,  namun  sejak  tahun  2000  antara  Penggugat  sering

bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah

karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah

pisah rumah kerena Tergugat pergi meningalkan Penggugat;

- Bahwa  pihak  kleuarga  sudah  berusaha  menasehati  Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasi;

Atas  keterangan  saksi  tersebut,  Penggugat  menerimanya  dan  tidak

membantahnya;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP , pekerjaan ibu

rumah tangga,  tempat tinggal  di  Kabupaten Asahan,  dibawah sumpahnya

telah memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa  saksi  adalah  tetangga  Penggugat  dengan  jarak  rumah

sekitar 10 M;

- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Aminullah sebagai suami

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 dan

telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir  kali

tinggal di rumah kontrakan di Air Batu;

- Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugta

rukun damai namun sejak tahun 2000 Penggugat dan Tergugat sering

bertengkar;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak

3 tahun yang lalu;

- Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  menasehati  Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasil

Atas  keterangan  saksi  tersebut  Penggugat  menerimanya  dan  tidak

membantahnya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan

dan  menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan  bahwa  Penggugat  tetap  pada

gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  guna  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka  hal-hal  yang

termuat  dalam  Berita  Acara  Sidang  dipandang  sebagai  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang

Perkawinan,  maka berdasarkan Pasal  49 ayat  (1)  huruf  a   Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan  kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  beragama  Islam,  dan

perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena

itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai

legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh

orang  lain  sebagai  wakil/kuasanya,  sedangkan  ketidakhadirannya  itu  tidak

disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat  beralasan

dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil  secara resmi dan

patut  tetapi  tidak datang menghadap di  persidangan harus dinyatakan tidak

hadir,  dan  sesuai  dengan  Pasal  149  ayat  (1)  RBg maka  perkara  ini  dapat

diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin

untuk  mendamaikan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  dengan  cara

menasihati  Penggugat  agar  tetap  kembali  rukun  membina  rumah  tangga

dengan  Tergugat,  hal  mana  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  82  ayat  (1)

Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-undang Nomor  3 Tahun 2006  dan perubahan kedua dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum

Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
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Menimbang,  sedianya  akan  diupayakan  mediasi  antara  Penggugat

dengan  Tergugat  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak

dapat dilaksanakan karena, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  masalah  pokok  dalam  perkara  ini

adalah  Penggugat  menggugat  cerai  Tergugat  dengan  alasan  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 2000, yang mana

akibat  dari  perselisihan dan pertengkaran tersebut,  Penggugat  dan Tergugat

telah  pisah  tempat  tinggal  sejak  bulan  Desember  2013 sampai  dengan

sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang,  bahwa Tergugat  tidak  memberikan jawaban karena tidak

hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk

hadir,  sehingga dengan ketidakhadiran  Tergugat  untuk  memberikan jawaban

atas  gugatan  Penggugat,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  Tergugat  tidak

membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  sekalipun  Tergugat  tidak  membantah  dalil-dalil

gugatan  Penggugat,  karena  perkara  ini  tentang  perceraian,  maka  untuk

meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim

tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal

283 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2

(dua) orang saksi; 

Menimbang,  bahwa  bukti  P (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang  akta

otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan

Penggugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa para  saksi  Penggugat,  sudah dewasa dan sudah

disumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

dan  merupakan  orang  dekat  Penggugat  sebagaimana  memenuhi  ketentuan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang menjelaskan

latar  belakang  bagaimana  ia  tahu  tentang  apa  yang  diterangkannya  dan

berdasarkan  pengetahuannya  sendiri  dan  bersesuaian  satu  sama  lainnya,

berdasarkan  Pasal  308  Ayat  (1)  dan  Pasal  309  R.Bg.,  oleh  karena  itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga

keterangan saksi  tersebut  memiliki  kekuatan pembuktian dan dapat  diterima

sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P  tersebut  harus  dinyatakan

terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri

yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991,

oleh  karena itu  Penggugat  dan Tergugat  adalah pihak yang berkepentingan

dalam perkara ini (persona standi in judicio);

 Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik

bukti tertulis maupun para saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai

cukup pembuktian; 

Menimbang,  bahwa  dari  pembuktian  tersebut  ditemukan  fakta-fakta

yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa  Penggugat   dan  Tergugat  merupakan  suami  istri  yang  masih

terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga )orang anak

dan belum pernah bercerai;

- Bahwa rumah tangga Penggugat  dan Tergugat sudah tidak rukun dan

tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  Penggugat   dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  sejak  bulan

Desember  2013  yang  lalu,  sampai  sekarang  tidak  pernah  bersatu  lagi

sebagai suami istri; 

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat

dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
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serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan,

telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (broken

marige) yang tidak mungkin lagi didamaikan, hal mana mengindikasikan bahwa

perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana

tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-

Qur’an Surah Ar-Rum Ayat 21: 

نن مم مه وو مت ويا نن آ وق وأ ول نم وخ كك نن ول نم مم كك مس كف نن ججا وأ ووا نز أ
كنوا و كك نس وت وها مل ني ول ول مإ وع وج نم وو كك ون ني جة وب دد وو جة وم وم نح ور دن وو مفي مإ

وك مل تت وذ ويا تم ل نو وق ون مل كرو دك وف وت وي

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan

bagimu istri-istri  (pasangan-pasangan)  dari  jenismu sendiri,  supaya

kamu  dapat  hidup  rukun  dan  damai  bersamanya,  dan  Dia  juga

menjadikan  diantara  kamu  mawaddah  (ketentraman)  dan  rahmah

(rasa  cinta  kasih).  Sesungguhnya  yang  demikian  itu  menjadi  bukti

bagi orang-orang yang berfikir.” 

Yaitu untuk membentuk rumah tangga yang  sakinah, mawaddah wa rahmah

dan  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun

1974 Tentang Perkawinan serta  Pasal  3  Kompilasi  Hukum Islam,  akan sulit

terwujud;

Menimbang,  bahwa nasehat  Majelis  Hakim terhadap Penggugat  yang

dilakukan dalam setiap persidangan agar Penggugat mempertahankan rumah

tangganya  dengan  Tergugat  tetap  tidak  berhasil,  karena  Penggugat  tetap

menginginkan perceraian,  merupakan fakta yang meyakinkan majelis  bahwa

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  sangat  sulit  untuk  disatukan  kembali.  Oleh

karenanya  Majelis  berpendapat  bahwa  mempertahankan  perkawinan  antara

Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa akan lebih besar mafsadat

(kerusakannya)  bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan

perceraian  merupakan  salah  satu  jalan  keluar  dari  kemelut  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat, sebagaimana  kaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah

wan Nadzair hal 161:
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وذا وض إ ور وعا من وت وتا ود وس نف وي وم مع وما كرو كه كم وظ نع جرا وأ ور مب وض وكا مت نر وما مبا مه فف وخ أ
و

Artinya: jika terdapat dua mafsadat (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka 

diupayakan secara maksimal untuk menghindari  mafsadat (kerusakan)

yang lebih besar dengan cara mengambil  mafsadat (kerusakan) yang

lebih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  gugatan  Penggugat  telah

terbukti  dan memenuhi  maksud Pasal  39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf  (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang

Kompilasi  Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai  yang diajukan oleh

Penggugat  dapat  dikabulkan  dengan  diktum  menjatuhkan  talak  satu  bain

sughra Tergugat  terhadap  Penggugat,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  119

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  89 ayat  (1) Undang-undang

Nomor  7  Tahun  1989,  biaya  perkara  dibebankan  kepada  Penggugat,  akan

tetapi oleh karena Penggugat seorang yang miskin dan telah telah mendapat

izin  berperkara secara prodeo dari  Ketua Pengadilan Agama Kisaran,  maka

semua  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  dibebankan  kepada  DIPA

Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2017;

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum syara’ yang berkitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan  biaya  perkara  ini  kepada  DIPA  Pengadilan  Agama

Kisaran Tahun 2017 sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu  rupiah);
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 Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari  Rabu, tanggal 03 Januari  2018

Masehi,  bertepatan dengan tanggal  16 Rabiulakhir  1439 Hijriyah,  oleh kami

Dra. Shafrida, S.H., sebagai Ketua Majelis,  Hj. Devi Oktari,  S.HI.,  M.H., dan

Mardha  Areta,  S.H.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota  putusan  mana

dibacakan pada hari,  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  hakim  anggota  dan  dibantu  oleh

Rahmat Ilham, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat; 

Ketua Majelis,

Dra. Shafrida, S.H.

     Hakim Anggota,                  Hakim Anggota,

Hj. Devi Oktari, S.HI., M.H.                                                   Mardha Areta, S.H.

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran      : Rp. 30.000,00

2. Biaya Panggilan         : Rp. 264.000,00

3  Biaya Materai                 :                Rp.                 6.000,00

   Jumlah                        : Rp. 300.000,00 

(tiga ratus ribu rupiah)
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